PROVINSI RIAU
BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG

TAHUN ANGGARAN 2018
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan roda
O pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan optimal dan
tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, dan Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
. kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Indragiri Hilir tentang Pemberian Uang Persediaan
dan Ganti Uang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688
sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun
2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
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19.

20.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 12, Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Daerah kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017
Nomor 10);

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2014 Nomor 59);

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 (Lembaran
Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 61)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

selanjutnya disingkat PPKD selaku BUD, adalah Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah kabupaten Indragiri

Hilir.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku
pengguna anggaran/barang.

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada
SKPD.

9. Surat penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan SPP.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan Kkegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

11. SPP Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
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BAB II

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

(1) Menetapkan besaran pemberian uang persediaan (UP) kepada SKPD
dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan
pertimbangan jumlah uang yang dikelola.
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(2) Pemberian uang persediaan (UP) hanya diberikan satu kali dalam anggaran
tahun berjalan.

(3) Besaran jumlah Uang persediaan adalah besaran maksimal yang diberikan
setelah SKPD membuat anggaran kasnya.

Pasal 3

(1) Penggunaan Uang Persediaan (UP) setiap SKPD hanya dapat digunakan
untuk belanja langsung.

(2) Besaran Uang Persediaan (UP) yang diberikan kepada setiap SKPD akan
ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

Segala penggunaan belanja yang didanai dengan Uang Persediaan (UP)
harus tetap mengacu pada Standarisasi Harga dan Upah untuk Keperluan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018 dan Penetapan
Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas 2018.

BAB II1
PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU
Pasal 5

(1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD,
dan Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya
untuk mengisi saldo Uang Persediaan (UP) dengan menggunakan SPP-GU.

(2) SPP-GU yang dikeluarkan untuk mengganti uang persediaan (UP) yang
sudah dipakai.

Pasal 6

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam pengisian
uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Surat Pengantar SPP-UP;

Ringkasan SPP-UP;

Rincian SPP-UP;

Salinan SPD;

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran, menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan

SP2D kepada Kuasa BUD; dan

f. Lampiran lain yang diperlukan;

opogp

Pasal 7

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran  untuk  memperoleh  persetujuan dari  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat Pengantar SPP-GU;
b. Ringkasan SPP-GU;
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Rincian SPP-GU;
Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya

Salinan SPD;

Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan

Lampiran lain yang diperlukan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir.

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 9 Januan 208

KRmm DAERAH
/SE

KABLZP

el INDRAGIRI HILIR,

\i%&b’fSYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018 NOMOR &



